PEMERINTAH
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TEN

EN BUNGO
BUNGO
2018

TATA CARA PERHYI’
PERUSAHAAN DAERAH AIR MIN

DENGAN RAHMAT TU}

BUPATI
Menimbang a. bahwa dalam rang
‘ Daerah Air Minum
Bungo, agar man
kepada masyaraka

maka perlu penyesu

bahwa berdasarkan
71 Tahun 2016 ten

Air Minum, maka Ps

!
KABUPATE

k

UNGAN TARIF AIR

UM (PDAM) PANCURAN TELAGO
N BUNGO

HAN YANG MAHA ESA

UNGO,

|a meningkatkan kinerja Perusahaan

1pu |'memberikan pelayanan terbaik

E dalam wilayah Kabupaten Bungo,

(PDAM) Pancuran Telago Kabupaten

L. o e o
laian teLnff air minum
|

| Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
' \
tang|Perhitungan dan Penetapan Tarif

sraturan Daerah Kabupaten Bungo No.

14 tahun 2008 tentg

No. 29 Tahun 20

ng Perubahan atas Peraturan Daerah

02 tentang Tarif Air Minum PDAM

Pancuran Telago Kabupaten Bungo tidak sesuai lagi

dengan perkembang

bahwa berdasarkan

dalam huruf a, dan

Peraturan Bupati By

an sit ‘asi dan kondisi saat ini

pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf b, perlu di tetapkan dengan

ngo.

Mengingat

..........




Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) U

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang
Pembentukan Da

ndang-Undang Dasar Negara Republik

Nomor 12 Tahun 1956

Otonom  Kabupaten

tentang

erah Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik
sebagaimana telah
7 Tahun 1965 ten

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
diubah dengan Undang-Undang Nomor
tang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangk
Jabung (Lembaran

0o dan Daerah Tingkat II Tanjung
Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang

Pembentukan Kabtl

Nomor

\
54 Tahun 1999

lpaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

tentang

Kabupaten Muaro Jambi | an Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran N

Nomor 182, Tam

egara Republik Indonesia Tahun 1999
bahan| Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang
Perubahan Atas Un

Nomor 14 Tahun 2000 tentang

dang Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentuks

n KatTupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Le

bar. Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Undang-Undang Non

Nomor 3969);

nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor

Indonesia Nomor 42

Undang-Undang Nomor 1

Perbendaharaan N

Indonesia Tahun 2

47, Tambahan

Lembaran Negara Republik
86);

Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik

tentang
egara

004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




6.

10.

1%,

Undang-Undang Nomor 1

(Lembaran Negara Repub

Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (L

Nomor 244, Tambahan L

Nomor

1 Tahun 1974 tentang Pengairan

lik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembara

Tahun 1974 Nomor 3046);

?

n Negara Republik Indonesia,

23 Tahun

embaran Negara

2014 tentang
Tahun 2014
embaran Negara Nomor S5587)

sebagaimana telah|diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah

Indonesia Tahun 2015 |N

Daer

ah (Lembaran Negara Republik

omor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 527 74

Undang-Undang Nomor

Perimbangan Keuangan

Daerah (Lembaran

Negara

33 Tahun 2004
antara Pemerintah Pusat dan

Tahun 2004 Nomor 126,

tentang

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan

Republik Indonesia

Lembaran Negara Ng

Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
mor| 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 20 15 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman
sebagaimana telah b
Peraturan Menteri

2011tentang Perube

Pengelolaan

Dalam Negeri

Dalam Negeri Nomor 13

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

cberapa kali diubah terakhir dengan

Nomor 21 Tahun

han| Kedua atas Peraturan Menteri

tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan .......... 4




Menetapkan

12. Peraturan Menteri
tentang Organ dan

Minum;

13. Peraturan Menteri
tentang Perhitunga

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Dalam| Negeri Nomor 71 Tahun 2016
Tarif dan Penetapan Tarif Air Minum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008

tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum Pancuran [Telago (Lembaran Daerah Kabupaten

Bungo Tahun 2008 Nomor 9);

: PERATURAN
PERHITUNGAN

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG TATA CARA
TARIF| AIR MINUM PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM (PDAM) PANCURAN TELAGO

BAE
KETENTUA

Pasa]

3 1
\N UMUM
1 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.  Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara wurusan

pemerintah oleh
Perwakilan Rakyat

Pemerintah Daerah dan Dewan

Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem| dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesi

Undang Undang

Indonesia Tahun 1945.

la sebagaimana dimaksud dalam

Dasar| Negara Kesatuan Republik

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

Bupati adalah Bup4ti Bungo.




10.

11;

12.

13,

14.

15.

Dewan Perwakils

disebut DPRD adalah

Daerah sebagai

Daerah Kabupaten Bung

Perusahaan Daerah Air

selanjutnya disebut Pr

Perusahaan yang

Ra]éyat Daerah yang selanjutnya

unsur

Lembaga Perwakilan Rakyat

penyelenggara Pemerintahan

0.

Minum Kabupaten Bungo yang
DJAM  Pancuran Telago adalah

bergerak dibidang pelayanan dan

penyediaan air bersih dan /atau air minum.

Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

Direksi adalah Direksi PDAM

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM

Pendapatan PDAM

pendapatan non air

Tarif Air Minum

terd

Iri dari pendapatan air dan

selanjutnya disebut tarif adalah
kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan

Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3)

atau satuan volume

Pelanggan adalah

lainnya yang diberikan oleh BUMD
Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.

masyarakat atau

institusi yang

terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk
memenuhi kebutuhan sendiri.

Pelanggan khusus

adalah institusiatau badan yang

memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan

yang diatur dalam perjanjian.

Jenis Pelanggan adalah
kriteria

memiliki kesamaan
kelompok pelanggan.

Standar Kebutuhan [
air sebanyak 10 m
atau 60 liter/orang/

lainnya.

himpunan pelanggan yang

dalam masing-masing

’okok Air Minum adalah kebutuhan
eter | kubik/kepala keluarga/bulan

hari, atau sebesar satuan volume




16.

17,

18.

19,

20.

Perhitungan dan penets:

Tarif Rendah ada

rendah dibanding

ekuivalen dengan F

h tarif bersubsidi yang nilainya lebih
Biaya Dasar.

Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau

Biaya Dasar.

Tarif Penuh adaE‘ah tarif yang nilainya lebih tinggi

dibanding Biaya D

Tarif kesepakatan

sar.

adalah tarif yang nilainya dihitung

berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan

pelanggan.

Tarif Rata-rata ad

volume air terjual.

BAF
DASAR KEBIJAKAN

Bagian

Um

3 11 |

lah |total pendapatan tarif dibagi total

PENETAPAN TARIF

Kesatu

um

Pac

al 1l

ipan te;u'if air minumdidasarkan pada:

a. keterjangkauan dan keadiljn;

b. mutu pelayanan;
¢. pemulihan biaya;

d. efisiensi pemakaian air;

€. perlindungan air baku: dan!

|
f. transparansi dan akuntabili%tas.

(1)

Keadilan sebagaim

dicapai melalui:

ana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

a. penerapan  tarifl diferensiasi dengan subsidi silang
antar kelompok pelan.géan;dan

b. penerapan tarif iarogresif dalam rangka

mengupayakan

minum.

pengheématan  penggunaan  air

Masyarakat .......... 7




(4) Biaya penuh seba
termasuk didalamnya

wajarberdasarkan &

(2) Masyarakat Bf:rpenghasilan

dimaksud pada

dalam Peraturan

7
.
|

Rendah
ayat (1) huruf b
Kep_a_lla Daerah.

sebagaimana
lebih lanjut diatur

Paragraf Kedua

Mutu Pelayaqan

Pasiil 21 |

Mutu Pelayanan seh
huruf b  dilakukan
mempertimbangkan k

pelayanan yang diterim

agaimana dimaksud dalam Pasa] 2

meialui penetapan tarif yang

eseimbangan dengan tingkat muty

a oleh pelanggan.

Paragraf Ketig?

Pemulih

an Biaya

PasalS
(1) Pemulihan biaya s

huruf o,

(2) Pemulihan

biaya

operasional sebag:

| bagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ditujukan | untuk menutup kebutuhan
operasional dan pe;

ngembangan pelayanan air minum.

untuk  menutup kebutuhan

aimana  dimaksud pada ayat (1)

diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal

sama dengan biaya

(3) Pemulihan biaya u

minum sebagaima
dari hasil perhitun

biaya penuh.

sedikit sebesar 10%

dasar.

ntuk pengembangan pelayanan air

a ch'méksud padaayat (1) diperoleh

gan tarif rata-rata harus menutup
|
gaimana dimaksud pada ayat (3)
keuntungan yang
asio| laba terhadap aktiva paling

(sepuluh perseratus).

Efisiensi.......... 8




(1) Efisiensi

sebagaimana dir

huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif,
(2) Tarif progresif s

Paragraf Keempat
Efisiensi Pemakaian Air

Pasal 4

pemakaian

diperhitungkan melalui

(3) Tarif progresif dikena

konsumsinya melebihj

Minum.

Transparansi ds

(1) Transparansi dan

Paragraf Kelima

Pasal 5

dalam Pasal 2 huruf

dan PerlindunganAir Bakuy

1aksud dalam Pasal 2 huruf d dan

bagaimana dimaksud pada ayat (1)

=

air dan perlindunganair baky

penetapan blok konsumsi.

kan kepada pelanggan yang
Standar Kebutuhan Pokok Air

\n akuntabilitas

akuntabilitas sebagaimana dimaksud

f, diterapkan dalam proses

perhitungan dan penetapan tarif,

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan antara lain dengan:

a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan

rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan

informasiyang berkaitan dengan

gan tarif kepada pelanggan.

b. menyampaikan
rencana perhitur
(3) Akuntabilitas sebs

dapat dipertanggungjawa

perundang-undang

111,

[0n}

Bagian Kedua

Blok Konsumsi dan K

Pasal 6

aimana dimaksud pada ayat (1)

bkan sesuai dengan ketentuan

clompok Pelanggan

(1) Konsumsi pelanggan BUMD Air Minum meliputi:

a. konsumsi

air minum

untuk memenuhi standar

Kebutuhan.......... 9




kebutuhan pokok; dan

b. konsumsi ain| minum untuk pemakaian di atas
standar kebutithan pokok.

(2) Konsumsi air |mintum untuk memenuhi standar

kebutuhan pok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a dikel pokan dalam satu blok,

(3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar

kebutuhan poko sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.,

Pasal|7

(1) Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan:
a. kelompok I:
b. kelompok II;
c. kelompok III; dan
d. kelompok Khusus.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, menampung  jenis-jenis pelanggan yang

membayar tarif |rendah untuk memenuhi standar

kebutuhan pokok air minum.,
(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, menampung  jenis-jenis pelanggan yang
membayar tarif dasar untuk memenuhi standar

kebutuhan pokok zlir minum.

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, menam ung | jenis-jenis pelanggan yang
s |l | ‘
membayar tarif [i')enuh untuk memenuhi standar

kebutuhan pokok gir minum.

(5) Kelompok Khusu‘ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, khus menampung jenis-jenis pelanggan
yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang

dituangkan dalam rjanjian.

Pasal 8
(1) Kelompok Khusus IE-I])agaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (5) terdiri atas:

143

a. non komersial;dan

Komersial.......... 10




(3)

b. komersial.

(2) Kelompok khusus
dimaksud pada ayat (1)

kurangnya sama denga

non komersial sebagaimana

huruf a diberlakukan sekurang-

n tarif dasar,

(3) Kelompok Kkhusus komersial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b d

sama dengan tarif penuh.

cukup besar sehingga

dari

sebagaimana di

diperhitungkan

dimaksud.
(2) Dalam  hal

diperhitungkan

investasi wajib diserahkan kepada BUMD Air Minum

tarif penuh m

f—

telah

Pasal 9
(1) Dalam hal terdapat| i

aksud dalam Pasal
dengan

pengembalian

iberlakukansekurang—kurangnya

nvestasi oleh pelanggan yang
tarif kesepakatan lebih rendah

aka tarif khusus komersial

10 ayat (3)

besaran nilai investasi

nilai investasiyang

terpenuhi hasil

maka aset

untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)

tarif penuh sebs
BUMD Air Minus

Dalam Negeri

Dalam hal terjadi

Pasal 10
BUMD Air Minum dapat mer

tarif kesepakatan lebih rendah dari
aimana dimaksud pada ayat (1),
m melaporkan kepada Kementerian
melalui
Keuangan Daerah,

Direktorat Jenderal Bina

nentukan kebijakan Jenis-jenis

pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan kondisi

obyektif dan karakter

masing.

istik pelanggan di daerah masing-

Biaya Dasar.......... 11




(2)

(3)

(4)

Bagi

Biaye

Biaya dasar yang d

meter kubik air miz

dibagi dengan volun

et

Pasal 12

a1

1 Dasar

Pasal 11

Ketiga

iperlukan untuk memproduksi setiap
um dihitung atas dasar biaya usaha

ne air| terproduksi dikurangi volume
kehilangan air standar

dalam periode satu tahun.

Biaya usaha sebag

dihitung dengan men

PDAM yang meliputi:

a. biaya operasi dan p
b. biaya depresiasi/ay

c. biaya bunga pinjam

d. biaya lain; dan/ata

e. keuntungan yang w

B

u

1an;

ajar.

asal 13

mana dimaksud dalam Pasal 13

jumlahkan seluruh biaya pengelolaan

emeliharaan;

nortisast,

Biaya operasi dan
dalam Pasal 14
operasional mula
dengan distribusi.
Biaya depresiasi,
dalam Pasal 14

1

pemeliharaan sebagaimana dimaksud

huruf (a) merupakan semua beban

dari sumber air, produksi sampai

lamortisasi sebagaimana dimaksud

huruf (b) merupakan semua beban

penyusutan terh
tidak berbentuk.
Biaya bunga pinj:

ap | aset yang berbentuk maupun

man sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf (c

meliputi bunga, b

keuangan lainnya

merupakan beban keuangan yang

iaya komitmen, denda dan beban

terkait dengan pinjaman.

Biaya lain sebagair

1ana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

(d) merupakanbiaya tidak terduga yang mendukung

operasional BUMD

Air Minum.

Keuntungan.......... 12




Volume air terproc
Pasal 13 dihitung
dihasilkan oleh sist

kepada konsumen d:

Volume kehilangan
dalam Pasal 13 dihi

Keuntungan yan
Pasal 14 huru

dihitung berdasarkan r

f (e)

g wajar sebagaimana dimaksud dalam

merupakan keuntungan yang

asio laba terhadap aktiva paling

sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 1

luksi

3

L i

berda:;

4

sebagaimana dimaksud dalam

sarkan total volume air yang

2m pro

Pasal 1

tung

uksi yang siap didistribusikan

lam |periode satu tahun.

air |standar sebagaimana dimaksud

erdasarkan standar prosentase

yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahayj

volume air terproduk

(2)

3)

(4)

[

.
S1

E
Proyeksi biaya d
volume lainnya
usaha dibagi den

dikurangi proyeks

tahun proyeksi.

Proyeksi biaya usaha ai

data historis denﬁ‘
harga, proyeksi tir

tingkat produksi,

sumber pendanaa

gkat

inya.

asal 16

1 di bidang sumber daya air dikalikan

asar| dalam Rp/m3 atau Rp/satuan
dihitung atas dasar proyeksi biaya
an proyeksi volume air terproduksi

1 volume kehilangan air standar pada

r minum dihitung berdasarkan

an memperhatikan proyeksi tingkat

inflasi, efisiensi biaya, rencana

dan rencana investasi beserta rencana

Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan

data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat

produksi, distribusi dan

Proyeksi volume

berdasarkan proye

standar prosentase

perundang-undangan.

pengembangan pelayanan.

kehilangan air standar dihitung
ksi volume air terproduksi dikalikan

sesuai dengan ketentuan peraturan

Perhitungan., e . 13




1)
|
|

(2)

Pasal 17

Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan

acuan dalam pe

netapan tarif harus dilakukan secara

wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable

dan auditable) serta n

efisiensi biaya.

nempertimbangkan aspek-aspek

Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya

sebagaimana

dipersiapkan dat

imaksud pada

a sebagai berikut:

a. komponen biaya sumber air;

b. komponen biaya pengolahan air;

oo v (= S s T ¢ T o TR &

. tingkat inflasi;

volume air te

-t
.

s

k. volume air terj
rendah;

. komponen aktiva prod

. volume kehilangan air

oduksi;

. komponen biaya kemitraan;

a keuangan;

uktif;

standar;

ayat (1),

. komponen biaya transmisi dan distribusi;

. komponen biaya umum dan administrasi;
komponen biay

harus

tial kepada kelompok pelanggan tarif

1. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif

dasar;

m. volume air terjual ke

penuh dan khusus;

n. blok konsumsi;
o. kelompok pelan
p. jumlah pelangg;
g. jumlah pelangg:

s. tarif yang berlal

t. komponen pendapatan

u. komponen pendapatan

Pu;

v. komponen pen

apatan

pada kelompok pelanggan tarif

fan;
setiap blok konsumsi;

In setiap kelompok pelanggan;
r. tingkat konsumsi;

penjualan air;

non air;

kemitraan;

----------




(1)

(2)

(1)

(2)

w.tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap

tarif;

X, rata-rata penghasilar

¥. upah minimum

Bagian Keemy

provi

Pendapatan dan

Pasal 18

Pendapatan BUMD Air 1

|
a. pendapatan air

»

dan

b. pendapatannon air.

Pendapatan air sebaga;

huruf a, meliputi
a. tarif air;

b. beban tetap;

¢. pemeliharaan meter a:
d. pendapatan air|lainny

Pendapatan non |air set

(1) huruf b meliputi:

1 masyarakat pelanggan; dan
nsi.

rat

Tarif

Minum terdiri dari:

imana dimaksud pada ayat (1)

ir; dan
a selain perpipaan.

‘agaimana dimaksud pada ayat

a. pendapatan sambungan baru;

b. pendapatan pemeriksaan air lab;

C. pendapatan peniyambungan kembali;

d. pendapatan denda;

€. pendapatan penggantian meter rusak;

f. pendapatan pengganti

g. pendapatan non

Pasal 19

BUMD Air Minum men

kepada  setiap

an pipa persil; dan

air lainnya.

sambungan

pemakaian air
minimum.

Volume

urang

pemakaian

dimaksud pada ayat (1)

Air Minum.

air minimum

genakan beban tetap bulanan

pelanggan  apabila
dari volume pemakaian air

sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi BUMD

Besaran.......... 15




MEKANISME DAN PROS

\
(3) Besaran beban

air minimum sekh

tetap dihitung dari volume pemakaian

‘agaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif

yang berlaﬂ(u untuk pelanggan bersangkutan.

T Pa
Tarif dibedakan dalam
a. tarif rendah; |
b. tarif dasar; |

|
c. tarif penuh; dan

d. tarif kesepakathn.

- Pasal 21

BUMD Air Minu;m m

berdasarkan ketentuat

F 5]

sal 20
4 (empat) jenis, yaitu :

enetapkan struktur dan variasi tarif

blok konsumsi, kelompok pelanggan,

dan jenis tarif,

|
- Ps

1sal 22

(1) Perhitungan tarif

ilakukan sebagai berikut:

a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif

dasar;

b. menghituﬁg suk

¢. menghitung tar

d. menetapkén tar

(2) Perhitungan gtarif
dilakukan dengan

tarif air minum seb

yang merupakan
Peraturan Menteri
(3) Besarnya subsidi
huruf b dapat berv
|

\
BA

Pasal 23

psidi untuk menentukan tarif rendah;

[ penuh; dan

if kesepakatan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada formula perhitungan
bagaimana tercantum dalam Lampiran
bagian tidak terpisahkan dari
ini.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ariasi antar kelompok pelanggan.

B III
EDUR PENETAPAN TARIF

(1)  Kepala Daerah menetapkanTarif Air Minum paling
lambat bulan November setiap tahun.

Penetapan.......... 16




(2)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang

dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

\
Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan tarif

kesepakatdn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

hurufd kei:ada direksi,

Penetapan  tarif
pada ayaLt (3)

persetujuan Dew;

| Pasal 24

kesepakatan sebagaimana dimaksud
oleh Direksi dilakukan dengan

an Pengawas/Komisaris.

Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat
\

minggu per‘tama
Dewan Pengawas

\
Rancangan tarif

bulan Juli untuk disampaikan kepada
/Komisaris.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempertimbangk

an mutu pelayanan, pemulihan biaya

dan target penin

katancakupan pelayanan, dilengkapi

data pendukung paling sedikit:

a. dasar perhitl:nngan usulan penetapan tarif;

b. hasil perhitu
c. perbandingan
berlaku;

d. proyeksi pe

gan proyeksi biaya dasar;

proyeksi biaya dasar dengan tarif

ingkatan kualitas, kuantitas dan

kontinuitas pe

slayanan;

&, perhitudgan Tﬁsaran subsidi yang diberikan kepada

kelompo}: pel

ggan yang kurang mampu; dan

f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada

kelompok—kelo mpok pelanggan.

o

sal 25

Dewan Pengaws

is/Komisaris melakukan evaluasi

rancangan Farif lﬁebagaimana dimaksud dalam Pasal

26ayat (2) paling

Rancangan tarif h

ambat bulan Agustus.

lasil evaluasi sebagaimana dimaksud

ayat (1)dikonsult

pelanggan melaluy

mendapatkan umg

sikan dengan wakil atau forum

i berbagai media komunikasi untuk
)an balik.




(3)  Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama

dengan de%an ]pengﬁ‘glwas dan selanjutkan rancangan

tarif diajuf:an secara

tertulis kepada Kepala Daerah

melalui Dewan Penga.&vas /Komisaris.

(4) Rancangan tarif seba;tgaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikaﬁln kepada kepala daerah paling lambat bulan
Oktober, untuk [selanjutnya ditetapkan paling lambat

bulan Novefnber.

(5)  Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil

dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-

rata tidak tercapxainy_a pemulihan biaya secara penuh

(full  cost recovery),

pemerintah  daerah  wajib

menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup

kekurangannya melalui APBD.

(6) Kebijakan subsid;i

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan kepada Menteri.

(7)  Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif

kepada mafyaralgat pelanggan melalui media massa

atau media

Pf};lsal 06

nlinesecara efektif.

: N :
Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan

PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Direksi wajib:

a. menyusun encana

(coorporate plan); dan
i

jangka

panjang perusahaan

b. rencana kerja dan anggaran BUMD Air Minum.

BAB |

IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

L= -

(1) Pembinaan Ifan pengawasan dilaksanakan oleh Dewan

pengawas PDAM F

ancuran Telago Kabupaten Bungo




Pancuran T

diundangkan.

Agar  setiap

Diundangkan di Muara Bungo
padF tanggal 98 (‘UM’] 2018

SEIlRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH K/

&

Peraturan Bupati ini

13

(2) PDAM Pancuran T

BABV

Pasal|28

JPATEN  BUN!

9]
ot

elago Kabu‘ﬂp

KETENTUAN PENU

melaporkan pelaksfanaan
dimaksud pada ayat (1)

mulai

orang me
pengundangan Peratunan éu]
dalam Berita Daerah Kabupa

kegiatan

aten Bungo

JTUP

berlaku pada

ngetahuinya,

ten Bungo.

igo Kabupaten Bungo wajib
sebagaimana

kepada Dewan Pengawas PDAM

tanggal

memerintahkan

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal A8.dWM . 2018

BUPATI BUNGO

4

H.MASHURI

TAHUN _

pati ini dengan penempatannya

?l

_,_77_,_7—'7- — |
2018  NOMOR 3}



